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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi di Indonesia telah diatur di dalam Undang undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua
pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan pembayaran
yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan
untuk : (a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, beserta tanggung
jawab secara hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (b.)Memberikan
pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang
didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada
hidupnya tertanggung dengan manfaat yang sebesarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Masyarakat untuk mengikuti asuransi, selain kesadaran juga perlu adanya minat
untuk ikut serta menjadi pengguna asuransi. Kualitas Pelayanan kesehatan dipengaruhi
oleh minat, dan faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam kehidupan ada
faktor ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal (Djalli 2008) Kesehatan merupakan
keadaan sejahteradari tubuh, jiwa, serta sosial yang sangat mungkin setiap individu
hidup produktif dengan cara sosial serta ekonomis.Dalam mengatur masalah kesehatan
diperlukan suatu badan khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
jaminan kesehatan, dimana badan tersebut harus memberikan mutu pelayanan yang

baik agar



dapat tercapainya kepuasan pelayanan kesehatan. Berdasarkan peraturan bpjs di
Indonesia telah didirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan jaminan
kesehatan untuk semua penduduk. BPJS Kesehatan ini  merupakan badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan (Peraturan BPJS, 2014).

Usaha pemerintah untuk menjamin masyarakatnya agar sejahtera terkhusus
dibidang kesehatan telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, dikeluarkanya
kebijakan seperti Jamkesmas, Jamkesda, Askes, Jamsostek yang merupakan bukti
nyata akan hal itu. Yang diperkuat dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang ini mengamanatkan
adanya suatu jaminan sosial yang bersifat wajib dan mampu menjangkau seluruh
penduduk indonesia dan pelaksanaanya dilaksanakan oleh suatu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau
BPJS yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Sosial Nasional dan program BPJS Kesehatan ini resmi mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2014

Masyakarakat di indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh
kesejahteraan, satu diantaranya yaitu jaminan sosial yang merupakan pilar dasar
terwujudnya kesejahteraan tersebut. Jaminan sosial merupakan komponen penting
untuk pembangunan masyarakat Indonesia terutama masayarakat pada daerah yang
tertinggal. Pemerintah  Indonesia sendiri pada bidang kesehatan telah
menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasioanal (JKN) yang di selenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai tata cara pelaksanaan program jaminan
sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasioanal (SJISN) yang bertujuan mewujudkan
terselengaranya pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
peserta. (Novya lya, 2017)

Minat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin

meningkat. Hal ini disebabkan meningkatnya pembangunan di segala bidang



sehingga membawa kemajuan bagi masyarakat. Kemajuan-kemajuan tersebut telah
memacu masyarakat untuk memperoleh pelayanan umum termasuk pelayanan
kesehatan yang berkualitas. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat
pengguna pelayanan kesehatan semakin menuntut pelayanan yang berkualitas.
(Parasuraman 2016) Menyatakan bahwa kualitas pelayanan dinilai berdasarkan lima
dimensi utama, yaitu: keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik (tangible). Kelima dimensi tersebut di
atasdikenal sebagai service quality. Semakin baik kualitas pelayananyang diberikan,
tentu akan semakin meningkatkan keinginan/ keputusan pasien untuk melakukan
kunjungan ulang di rumah sakit tersebut

Sesuai denga undang-undang No 40 tahun 2004, tentang Sistem JaminanSosial
Nasional (SJSN) di selenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dimana setiap
peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial
ekonomi yang menimpa peserta dan anggota keluarganya. Pada SJSN terdapat Jaminan
Kesehatan Nasional yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap
pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum program
Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk
jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain askes bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
penerima pensiunan atau veteran, jaminan kesehatan bagi TNI dan polri. Untuk
masyarakat miskin, sejak tahun 2005 kementrian kesehatan telah melaksanakan
program jaminan kesehatan masyarakat miskin lebih popular dengan nama
ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin ). Kemudian sejak tahun
2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program jaminan
kesehatan masyarakat (jamkesmas).

Asuransi kesehatan saja tidak cukup diperlukan, asuransi kesehatan sosial atau
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Premi asuransi komersial relative tinggi sehingga
tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat dan manfaat yang di tawarkan
umumnya terbatas. Sebaliknya, asuransi kesehatan memberikan beberapa keuntungan.
Pertama memberikan manfaat yang komprehensif dengan premiterjangkau. Kedua

asuransi kesehatan menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu, itu



berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu dan memadai dengan biaya yang
wajar dan terkedali, bukan terserah dokter atau terserah rumah sakit. Ketiga asuransi
kesehatan menjamin kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Keempat, asuransi kesehatan memiliki kartu sehat, sehingga dapat digunakan di
seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh kepesertaan
asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib.

Peserta BPJS kesehatan berdasarkan UU terbagi dua yakni Peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) dan Bukan Penerima Bantauan luran (Bukan PBI). Peserta BPJS
yang tergolong PBI adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin atau
keluargamiskin dan tidak mampu. Jumlah peserta BPJS secara nasional yang terdata
pada Januari 2014 adalah sebanyak 116.122.065 jiwa / peserta (Kemenkes, 2014).

Namun setelah dibentuknya BPJS Kesehatan terjadi sejumlah masalah di
berbagai daerah. Dikutip oleh Jawa Pos Rabu 1 Januari 2014 halaman 11, sampai
diresmikannya BPJS Kesehatan masih banyak kalangan yang kurang paham dengan
program yang diselenggarakan BPJS Kesehatanyaitu Program JaminanKesehatan
Nasional (JKN). Bukan hanya peserta, pihak pemberi layanan kesehatan juga banyak
yang tidak paham tentang program barutersebut (Rolosdkk, 2014).

Memperhatikan hal diatas, keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan itu
sangat penting untuk menjamin haknya memperoleh hidup sehat, Ketika
membicarakan hak maka akan selalu berkaitan erat dengan kewajiban, begitupun
dalam hal ini, agar masyarakat dapat memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan
yang baik maka harus juga memperhatikan kewajibanya sebagai pengguna pelayanan
kesehatan. Karena untuk memperoleh pelayanan kesehatan, itu dipengaruhi oleh dua
factor utama, yaitu factor dari penyedia layanannya dan dari masyarakat itu sendiri
yang akan memperoleh pelayanan tersebut. Masyarakat sebagai pemakai atau yang
memperoleh layanan harus paham akan layanan yang akan didapatkan dan paham juga
proses untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dengan mengikuti BPJS kesehatan
yang kini sedang di bincanangkan pemerintah (Apriyanandadkk, 2018).

Kecamatan Sumberbaru tepatnya di Puskesmas Sumberbaru masih banyak



masyarakat yang kurang memahami tentang BPJS, yang pada kenyataannya kondisi
ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberbaru rata-rata menengah kebawah oleh
karena itu perlu adanya pemahaman yang baik mengenai program pemerintah yaitu
BPJS yang mana BPJS merupakan program untuk mensejahterakan masayarakat
miskin dalam bidang kesehatan yang biaya pengobatannya terjamin oleh pemerintah.

Dari fenomena di atas muncul rumusan masalah seperti di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

1.1 Pernyataan Masalah
Pemahaman masyarakat tentang BPJS melibatkan peneliti atau petugas pelayanan
kesehatan dalam mengedukasi pengetahuan tentang BPJS dalam pemanfaatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberbaru Jember. Pemberian edukasi kepada
masayarakat sangat penting untuk mengetahui pemahaman masyaakat tentang BPJS
untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik.

1.2 Pertanyaan Masalah
Apakah ada hubungan pemahaman masyarakat tentang BPJS dengan pemanfaatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberbaru Jember?

C. Tujuan Penelitian
1.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pemahaman masyarakat tentang BPJS dengan pemanfaatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberbaru Jember
1.2 Tujuan khusus

Mengetahui pemahaman masyarakat tentang BPJS di Puskesmas Sumberbaru.
Mengetahui pemaanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas Sumberbaru.

Mengetahui hubungan pemahaman masyarakat tentang BPJS dengan pemanfaatan

pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberbaru Jember



D. Manfaat Penelitian

1.1 Manfaat Bagi masyarakat
Hasil penelittian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak
pengguna BPJS dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberbaru
Jember.

1.2 Bagi Peneliti
Sebagai informasi awal untuk penelitian selanjutnya dan sumbangan pemikiran bagi
peneliti lain yang berminat pada lingkup yang sama, terkait dalam pengaruh
pemahaman tentang BPJS dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas
Sumberbaru Jember.

1.3 Bagi PuskesmasSumberbaru
Sebagai upaya pembenahan metode pelayanan kesehatan khususnya bagimasyarakat
yang menggunakan BPJS.

1.4 Bagi Tenaga Keperawatan
Sebagai upaya pembenahan Kinerja perawat dalam melayani pasien yang

menggunakan program BPJS.
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